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L^POIIAN ASUFIANS INDEPENDEN

Kepada Ketua Komisi Pemilihan umum
Kabupaten I(ubu ftrya

Cakupan
Kami  telah  ditugaskan  oleh  KPU  Kabupaten  Mahakam  Ulu  berdasarkan  Surat  Perjanjian
Nomor  :  140-SPK/PPK-Pilbup/6112/2024 tanggal  24  Nopember 2024, untuk melakukan
Perikatan  Asurans  dengan  keyakinan   memadai  dan  memberikan  pendapat  terhadap
Kepatuhan  Laporan  Dana  Kampanye  Pasangan  Calon  ``Rosalina  A.Md.  Kep  dan  H.
Marijan  ,  S.Pd.  M.Kes"  untuk  periode  20  September  2024  s.d.  23  Nopember  2024
terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampaye yaitu :

a.   Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun Z014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang ,  terakhir  diubah  dengan  Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang  Nomor 2 Tahun 2020.

b.   Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2024
tentang Dana Kampanye  Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun  2024  Nomor 569)  sebagaimana telah diubah dengan  Keputusan
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  1364  Tahun  2024  tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selanj utnya disebut Peraturan Dana Kampanye.

[nformasi Hal Pokok
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Dana  Kampanye  yang  dijelaskan  dalam  paragraf
Cakupan,   Laporan   Dana   Kampanye   Pasangan   Calon   ``Rosalina   A.Md.   Kep   dan
H. Marijan. S.Pd. M.Kes" terdiri dari :
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1.  Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADro  adalah  pelaporan    yang  memuat  informasi
Rekening  Khusus  Dana  Kampanye  (RKDK),  sumber  perolehan  saldo  awal  atau  saldo

pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan   Rekening  Khusus   Dana   Kampanye,   dan   penerimaan   sumbangan  yang
bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai  Politik  Peserta  Pemilu,    dan  pihak  lain  yang  dimulai  sejak  Pembukaan  RKDK
Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU
Kabupaten Kubu Raya.

2.  Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK)  adalah  pelaporan    yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan
sampaidengan1(satu)harisebelumpenyampaianLPSDKkepadaKPUKabupatenKubu
Raya;

3.  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  Dana  Kampanye  yang dimulai  sejak  1

(satu)  hari  setelah  penutupan  pembukuan  IADK  sampai  dengan  berakhimya  masa
kampanye.

Kriteria
Kriteria  yang  kami   gunakan   dalam   Perikatan   Asurans   ini   adalah   Peraturan   Dana
Kampanye yang dijelaskan dalam paragraf Cakupan. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan
dan diterapkan oleh Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"
dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi  oleh Pasangan
Calon ``Rosalina A.Md. Rep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes"dalam menyusun Laporan Dana
Kampanye adalah :

Pembukaan -Pasal 12  Peraturan Dana Kampanye:
1.     Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a.    Pembukaan -Pasal 12 Peraturan Dana Kampanye :
i.    Partai Politik atau  Gabungan  Partai  Politik yang mengusulkan  Pasangan  Calon

dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum
ii,   RKDK  untuk  Pasangan  Calon  dari  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik

dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon.

iii.  Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan  Partai  Politik dilakukan  oleh  salah  satu petugas yang ditunjuk oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka atas nama Pasangan Calon,
dan  spesimen tanda tangan  harus  dilakukan bersama oleh  Partai  Politik atau
Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
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iv.  Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum nasa kampanye
dimulai.

v.   Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
danPasanganCalonperseoranganmembukahanya1(satu)nomorRKDKkepada
KPU  Provinsi/KIP  Aceh  untuk  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dan
KPU/KIP   Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan   Bupati   dan  Wakil   Bupati   atau
Walikota dan Wakil Walikota

b.   Penutupan -Pasal 15 Peraturan Dana Kampanye :
i.    Partai  Politik atau Gabungan  Partai  Politik yang mengusulkan  Pasangan  Calon

dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup  RKDK pada paling lambat 2

(dua) hari setelah nasa kampanye berakhir.
ii.   Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat

pemyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye
berakhir.

c.    Pengelolaan - Pasal 13 Peraturan Dana Kampanye :
i.     Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan

surat penunjukan pengelola RKDK.
2.     Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a.   Pelaporan -Pasal 26 ayat (1) Peraturan Dana Kampanye
i.    Pasangan calon menyusun LADK yang memuat informasi:

1)   RKDK;

2)   Saldo Awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
3)   Saldo   awal   pembukuan   yang   merupakan   sisa   saldo   hasil   penerimaan

sumbangan  dan  pengeluaran  untuk  kegiatan  kampanye  apabila  diterima
sebelum periode pembukuan;

4)   Catatan   pnerimaan   dan  pengeluaran   Pasangan   Calon  termsuk  sebelum

pembukan RKDK;
5)   NPwp masing-masing paslon;
6)   Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b.   Periode Pembukuan -Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dana Kampanye:
i.    Pasangan  Calon  mematuhi  pembukuan  LADK  yaitu  dimulai  sejak  penetapan

Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
c.    Kelengkapan dan Penyampaian -Pasal 26 Peraturan Dana Kampanye:

i.    Pasangan  Calon  mematuhi  penyerahan  LADK  tidak  melampaui  waktu  yang
ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye pada pukul 23.59 waktu
setempat, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur  dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan  Bupati  dab  Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dilengkapi dengan:
1)   Formulir Model LADK1-PASLON;
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2)   Formulir Model LADK2-PASLON;

3)   Formulir Model LADK3-PASLON;

4)   Formulir Model LADK4-PASLON;

5)   Formulir Model LADK5-PASLON;

6)   Formulir Model LADK6-PASLON

7)   Salinan RKDK dan Rekening Koran;

8)   Dokumen pendukung
3.     Laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a.  Pelaporan -Pasal 28  Peraturan Dana Kampanye:
i.      Pasangan    Calon    menyusun    LPSDK    yang    memuat    pembukuan    seluruh

penerimaan  sumbangan  dana  kampanye  yang  diterima  setelah  pembukuan
LADK.

b.   Periode Pembukuan - Pasal 28 ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:
i.      Pasangan calon mematuhi periode pembukuan LPSDKyang dimulai dari 1 (satu)

hari   setelah   penutupan   LADK  dan   ditutup   1   (satu)   hari   sebelum   LPSDK

disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
c.    Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 28 Peraturan Dana Kampanye:

i.      Pasangan calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah
ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang   Tahapan,   Program   dan   |adwal   serta   disampaikan   kepada   KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil  Bupati atau Walikota dan
Wakil  Walikota  paling  lambat pukul  23.59  waktu  setempat,  yang  dilengkapi
den8an:
1)    Formulir Model LPSDK1-PASLON;

2)    Formulir Model LPSDK2-PASLON;

3)    Formulir Model LPSDK3-PASLON;

4)    Salinan RKDK dan rekening koran; dan
5)    Dokumen pendukung

4.   Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a.     Pelaporan -Pasal 30 Peraturan Dana Kampanye:

i.   Pasangan  Calon  menyusun  LPPDK  yang  memuat  informasi  keuangan  berupa
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang,
dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.

b.   Periode Pembukuan -Pasal 30 ayat (3) Peraturan Dana Kampanye:
i.   Pasangan   Calon   mematuhi   periode   pembukuan   LPPDK  yang   dimulai   sejak

penetapan    pasangan    calon    oleh    KPU    Provinsi/KIP    Aceh    atau    KPU/KIP
Kabupaten/Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.

c.    Kelengkapan dan Penyampaian -Pasal 30 Peraturan Dana Kampanye:
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i.   Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah
nasa   Kampanye  berakhir   pada   pukul   23.59   waktu   setempat  kepada   KPU

Provinsi/I(IP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan:
1)    Formulir Model LPPDK1-PASLON;

2)    Formulir Model LPPDK2-PASLON;

3)    Formulir Model LPPDK3-PASLON;

4)    Formulir Model LPPDK4-PASLON;

5)    Formulir Model LPPDK5-PASLON;

6)    Formulir Model LPPDK6-PASLON

7)    Salinan RKDK dan Rekening Koran, dan

8)    Dokumen pendukung.
d.   Sumber/K]asifikasi  dan  ldentitas  Penyumbang  -  Pasal  6,  Pasal  7  dan    Pasal  8

Peraturan Dana Kampanye:
i,     Dana Kampanye pasangan calon bersumber dari:

1)    Pasangan calon;
2)    Partai    Politik   atau    Gabungan    Partai    Politik   pengusul    (kecuali    Calon

Perseorangan); dan/atau
3)    Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:

-Perseorangan; dan/atau
-    Badan Hukum swasta.

ii.    Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
iii.   Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri Salinan akta

pendirian badan hukum swasta.
iv.   Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk

uang,  barang,   dan/atau  jasa  merupakan   kelompok  berbadan   hukum   atau
organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

v.    Sumbangan  yang  berasal  dari  Perusahaan  atau  Badan  Hukum  Swasta  wajib
dilampiri  salinan  akta  pendirian  Perusahaan  atau  badan  usaha  dan  Sallnan
keputusan  pengesahan  pendirian   Badan   Hukum  Swasta  dari   Menteri  yang
menyelenggarakan   urusan   pemerintahan  di  bidang  hukum   dan  hak  asasi
manusia.

vi.   Penerimaan    sumbangan    Dana    Kampanye    yang    dilakukan    dengan    cara
memindahkan   dana   dari   nomor   rekening   penyumbang   ke   RKDK   disertai
identitas penyumbang.

vii.  Identitas   penyumbang   dapat   berupa   surat   keterangan   dari   bank   yang
bersangkutan

viii. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank,
disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
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e.   Pencatatan Penerimaan Sumbangan -Pasal 10 Peraturan Dana Kampanye:
i.     Pasangan calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang,

barang,dan/atauja§ayangdikonversikandengannilaluang,termasukutangdan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

ii.     Dana  Kampanye  yang  berupa  uang,  wajib  ditempatkan  pada  RKDK  terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

f.    Batasan Kesesuaian sumbangan -Pa§al 9 Peraturan Dana Kampanye:
i.      Pasangan  Calon  mematuhi  jumlah  penerimaan  sumbangan  (mencakup  uang,

barang,dan/ataujasayangdikonversikandengannilaiuang,termasukutangdan
diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli  secara  umum)  yang  dilaporkan  dalam  LADK,  LPSDK,  dan  LPPDK  tidak
melebihi jumlah di bawah ini:
1)    Rp   75.000.000,-   (tujuh   puluh   lima   juta   rupiah)   untuk   penyumbang

perseorangan; dan
2)    Rp 750.000.000,-  (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang

kelompok dan/atau badan usaha swasta.

9.   Sumbangan yang Dilarang - Pasal 73 Peraturan Dana Kampanye:
i.      Pasangan  Calon  perseorangan  dan  Partai  Politik atau  Gabungan  Partai  Politik

yang   mengusulkan   Pasangan   Calon,   yang   menerima   sumbangan   melebihi
ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
1)    dilarang menggunakan dana dimaksud;
2)    wajib melaporkan kepada KPu provinsi/KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Waki) Walikota; dan

3)    menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

4)    wajib menyerahkan buhi setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  tingkatannya,  paling
lambat 14 (empat belas) Hari setelah nasa Kampanye berakhir.

h.   Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 9 Peraturan Dana Kampanye:
i.      Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar

yang wajar untuk barang tersebut.
ii.    Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang

berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
iii.   Pasangan    Calon    mematuhi    pembatasan    pengeluaran    Dana    kampanye

berdasarkan   Keputusan   KPU   Provinsi/KIP   Aceh   dan   Keputusan   KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
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iv.   Pasangan  Calon  wajib  mencatat  seluruh  pengeluaran  berupa  uang,  barang,
dan/atau  jasa  dalam  pembukuan  khusus  Dana  Kampanye  dan  terpisah  dari

pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

v.    Pembukuan  sebagaimana  dimaksud  mencakup  informasi  tentang bentuk  dan

jumlah        pengeluaran        disertai       bum        penge]uaran       yang       dapat
dipertanggungjawabkan.

vi.   Dana Kampanye di)arang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan
dan penghitungan suara.

Keterbatasan Lap oran
Kami  melaksanakan  prosedur  dan  pemerolehan  bukti  yang  relevan  dan  terbatas  pada
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh
Pasangan  Calon  "Rosalina  A.Md,  Kep  dan  H.  Marijan  ,  S.Pd.  M.Kes".    Pada  suatu

pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian
secara  sampling  yang  dilakukan  memungkinkan  adanya  kegagalan  dalam  mendeteksi
ketidakpatuhan  dan  kecurangan yang teriadi. Terdapat keterbatasan  sifat,  saat,  lingkup,
ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye,
sehingga  ada  kemungkinan  Dana  Kampanye  tidak  tercakup  secara  menyeluruh  dalam
laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen
dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon "Rosalina
A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd. M.Kes", sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas
hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan.  Kami tidak memberikan penentuan legal
atas kepatuhan Pasangan Calon Pasangan Calon ``Rosa]ina A.Md. Kep dan H. Marijan ,
S.Pd. M.Kes" terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana
Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon ``Rosalina, A.Md. Kep dan H.Marijan. S.Pd. M.Kes"
Pasangan Calon "Rosallna A.Md. Kep dan H. Marl|an , S.Pd. M.Kes" bertanggungjawab
atas  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan  yang  beriaku.  Tanggung  jawab  tersebut  juga  mencakup  penerapan  metode

penilaian,      asumsi,      dan      perkiraan      yang      digunakan      dalam      laporan,      serta
perancangan,implementasi,    pemeliharaan    sistem,    dan    proses   yang   relevan    untuk
penyusunan laporan.
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Pasangan    Calon    "Rosalina.    A.Md.    Kep    dan    H.    Marijan,    S.Pd.    M.Kes"    juga
bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana
Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi alas laporan dana kampanye
Pemilihan  Bupati  dan  Waki]  Bupati  Pasangan  Calon  "Rosallna.  A.Md.  Kep  dan
H. Marijan, S.Pd, M.Kes" tanggat 24 November 2024 (MODEL LPPDK-6 PASLON)

Tanggung ]awab Akuntan Publik
Tanggung  jawab  kami,  Akuntan   Publik,  adalah  untuk  menyatakan   simpulan  berupa

pendapat   dengan   keyakinan   memadai   terhadap   Laporan   Dana   Kampanye   tersebut
berdasarkan  prosedur-prosedur yang  kami  lakukan  dan  bukti-bukti yang kami  peroleh.
Kami melakukan perikatan ini berdasarkan  Standar  Perikatan Asurans  3000:  "Perikatan
Asurans  selain Audit atau  Review atas  Informasi  Keuangan  Historis"  (Revisi  2022)  yang
ditetapkan  oleh  Institut Akuntan  Publik  Indonesia.    Standar  tersebut mewajibkan  kami
untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi  Akuntan
Publik  termasuk  persyaratan  independensi  bagi  semua  personel  yang  terlibat  dalam
Perikatan Asurans ini.   Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan
melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai  dengan  Peraturan  Dana  Kampanye  pada  paragraf Cakupan,  kami  melaksanakan

perikatan ini selama 15 ()ima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon Pasangan Calon `'Rosalina, A,Md. Kep dan H. Marijan.
S.Pd, M.Kes" dari  KPU Kabupaten Kubu Raya

Simpulan
Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon "Rosalina A.Md. Kep dan H. Marijan , S.Pd.
M.Kes" dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material,
telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye

pada paragraf Cakupan.
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Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung    jawab    kami    dalam    melakukan    Perikatan    Asurans    ini    hanya    kepada

KPU  Kabupaten  Kubu  Raya  dan  sesuai  dengan  Surat  Perjanjian  Kontrak  yang  telah
disepakati.  0leh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh

pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1923

11 Desember 2024
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AMIR SABIRIN
REGISTtrRED PU BLIC,4,CCOU NTANT
lzin Kantor Akuntan Publik: 4701KM,112023
Jl" Dr. Wahidin Sudirohusada Phone : +62811575787
Komplek Mitra Raya Lesbri 5 No D12 +62 856 5416 9903
Kota Ponuanal! Kalimantan Barat, 78U3 Mail : kapasrl9@gmail.com

Pernvataan Fenda pat Akuntan

Laporan Asumns lndependen
Nomor'. AZ i 435t 1 949 txll 2A24

Kepada Yth,
KETUA
KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kamitelah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor
141-SPl</PPK-Pilbup.6112l2O24 tanggal 24 November 2A24, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
keyakinan memadai dan memberi kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye terhadap
Laporan Dana Kampanye H. Sujiwo, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag untuk periode 20 September sampai 23
November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye diantaranya (1)

UU No. 1 Tahun 20't5 tentang Pemihan Gubemur, Bupati dan Walikota (2) Peraturan KPU No. 1 Tahun2O24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.

lnformasiHal Pokok
Berdasarkan ketcntuan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemihan Gubemur, Bupati dan Walikota,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota H.
Sujirrvo, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag, terdiri dari:
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana

Kampanye (RKDK) , sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari Pasangan Calon danlatau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Kubu Raya; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak'l (satu) hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria
Kriteria yang kamigunakan dalam Perikatan Asurans iniadalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2O
tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

ffi



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU No 1616 Tahun 2O24lenlang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh H. Sujiwo, SE, M.Sos -
Sukiryanto, S.Ag dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhioleh H. Sujiwo,
SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.

2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan Bersama oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon

4. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama
oleh Pasangan Calon Peseorangan

5. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran
Pasangan Calon sampaidengan 1 (satu) Harisebelum masa Kampanye dimulai.

6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan
menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota

7. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan
RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupatiatau walikota dan wakil
walikota.

B. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu
sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara,
Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota.

10.Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu, atau 2) putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK
dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota.

l1.Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan
pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati serta Walikota dan WakilWalikota.

12.Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK

13.Penerimaan Dana Kampanye yang berbentukuang wajib ditempatkan pada RKDKterlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye.

14.Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

l5.Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanyewajib dibuktikan dengan surat pemyataan dari Bank Umum.

16.Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari

setelah masa Kampanye berakhir.

lT.Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:



a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan. sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan kampanye apabila d'rterima sebelum periode pembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. NPVVP masing-masing Pasangan Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

18.LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

19.Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1

(satu) Harisebelum waktu penyampaian LADK.

20.Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai
sejak penetapan Pasangan Calon sampaidengan 1 (satu) Harisebelum waktu penyampaian LADK.

2l.Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 {satu) Harisebelum masa Kampanye, paling lambat pukul23.59
waktu setempat.

22.Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melaluiSikadeka

23.Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU
melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Harisejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU, paling lambat pukul23.59 waktu setempat

24.Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa

Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan
Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
KabupatenlKota untuk pemilihan bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota.

b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum
hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga)
Harisetelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsiuntuk pemilihan gubernur
dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemitihan bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakilwalikota

25.Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan putusan Bawaslu

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewatitanggal penyampaian LADK

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan,
LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota.

26. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota sesuaidengan tingkatannya, yang
dilengkapi dengan;
a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk);
b. Formulir 2Dafrar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode

Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk);
g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,
j. SuratPernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
k. Bukti-buktitransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.



2T.Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU,
terdiriatas:
a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk) Perbaikan;
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode

Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (Ladk);
g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
j. SuratPernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
k. Bukti-buktitransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

2E.Pasangan Calan dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka

29.Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk
fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang
disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

30. Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:
a. RKDK;

b. jumlah sumbangan Dana Kampanye,
c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
d. identitaspenyumbang,
e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
g surat pernyataan penyumbang.

31. LPSDK Pasangan Calon ditandatanganioleh Pasangan Calon.
32. Pasangan Calon menyampaikan LFSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam

Lampiran I Peraturan KPU, paling lambal pukul23.59 waktu setempat
33. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah

melaluiSikadeka
34. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU

melalui $ikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat

35. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK

disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
KabupateniKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka
LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon penggantilbaru
oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota.

b. berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari
pemungutan suara maka LPSDKdilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah ditetapkan Pasangan Calon penggantilbaru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakilwalikota

36. Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:



a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota, atau

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewatitanggal penyampaian LPSDK
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan,
LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan
bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota

37. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota sesuai dengan tingkatannya, yang
dilengkapi dengan:
a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Lpsdk);
b. Formulir 2Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,
c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (Lpsdk);
d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
g Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
h. Bukti-bukti transaksi penerimaan.

38. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (Lpsdk) Perbaikan;
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (Lpsdk);
d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
f. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
h. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran,

39. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui
Sikadeka.

40. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupatenlkota dalam bentuk
fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang
disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota

41. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
a. RKDK
b. Saldo awalatau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran

untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK
e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;dan
g Saldo akhir pada saat penutupan RKDK;

42. LPPDK Pasangan Calon ditandatanganioleh Pasangan Calon.
43. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah

penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir



44. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir,
paling lambat pukul23.59 waktu setempat

45. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah
melalui Sikadeka.

46. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan WakilWalikota maka Pasangan Calon wajib melengkapidan/atau memperbaiki
dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara
hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
KabupatenlKota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat

47. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau
LPSDK Perbaikan serta dilengkapi:
a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk);
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimasn Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye $ebelum Periode

Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk);
g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan

telah ditutup; dan
i. $urat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
k. $urat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;dan
l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

48. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KpU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi danlatau memperbaiki
dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI
Peraturan KPU terdiri atas:
a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye tlppdk) Pe6aikan;
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye $ebelum Periode

Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk);
g. $alinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. $urat Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan

telah ditutup; dan
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;dan
l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

49, Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupateniKota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalui Sikadeka.

50. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupatenlkota dalam bentuk
fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang
disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atzu walikota dan wakilwalikota.



51. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
a. sumbangan Partai Politik danlatau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon,
b. sumbangan Pasangan Calon; danlatau
c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputisumbangan perseorangan dan/atau badan

hukum swasta

52. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Pasangan Calon; danlatau
b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan

hukum swasta

53. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.

54. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat
informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

55. Sumbangan yang berasaldari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan
akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

56. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor
rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

57. ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

58. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat
pernyataan penyum bang.

59. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksijual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan
Sumbangan.

60. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calonlpengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.

61, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan
Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
pihak lain.

62. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan
sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan
penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana
Kampanye.

63. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk kegiatan kampanye.

64. Pasangan Calon mematuhijumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, danlatau jasa yang

dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksijual belisecara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDKdan LPPDKtidak
melebihijumlah di bawah ini:

a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang
perseorangan;dan

b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang badan
hukum swasta danlatau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon

65. PartaiPolitik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang
menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberibantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain,

66. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus

mematuhi ketentuan berikut:



a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud
b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (ernpat belas) hari setelah masa

Kampanye berakhir.
d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan WakilWalikota paling lambat 14 (empat belas) Harisetelah masa Kampanye berakhir

67. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
a. Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
b. Pembayaran hutang; dan
c. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar

68. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum
diperlakukan ketentuan sum bangan

69. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, danlatau jasa dalam
pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon
dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

70. , Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran
disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

71. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara
72. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, pasangan

Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
73. Bersedia membantu auditor dari l(AP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan

yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang
pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kpu.

Keterbatasan Laporan
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang
pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh H. Sujiwo, SE, M.Sos - Sukiryanto,
S.Ag. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian
secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan
kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat
pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak
tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kamijuga terbatas
hanya pada dokumen dan/atau informasiyang diserahkan dan/atau disediakan oleh H. $ujiwo, SE, M.Sos
- Sukiryanto, S.Ag, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di
dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan H. Sujiwo, SE, M.Sos - Sukiryanto,
S.Ag terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Sujiwo, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag
H. Sujiwo, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebutjuga mencakup
penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. H. Sujiwo, SE,
M.Sos - Sukiryanto, S.Ag juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan penerimaan dan
Pengeuaran Dana Kampanye H. Sujiwo, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag tanggal24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami
lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan
Asurans 3000 (Revisi 2A2\: "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas lnformasi Keuangan Historis"
yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi
ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan

L
L



independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam
mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakit
Walikota, kami melaksanakan perikatan iniselama 15 (lima belas) harikalenderterhitung sejak kami menerima
Laporan Dana Kampanye H. Sujirlvo, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag dari KPU Kabupaten Kubu Raya.

Simpulan
Menurut opini kami, Asersi H. Suiinrrc, SE, M.Sos - Sukiryanto, S.Ag dalam Laporan Dana Kampanye
tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU No. 14 Tahun 2A24 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakitWalikota.

Pembatasan Pen gguna Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Kubu Raya dan
sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas
penggunaan laporan ini oleh pihak lain dardatau untuk tujuan lainnya.

KAPAMIR SABIRIN

', ).r'i,ti\til t

Nomor lzin Akuntan Publik :AP.1949
Pontianak, 10 Desember 2A24
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ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

H. SUJIWO, $E., M.Sos. - SUKIRYANTO, $.Ag
KABUPATEN KUBU RAYA

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

1) Kriteria
a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank
Umum.

b) RKDK dibrrka atas nama Fasat'tgen' Calsn dafi'terpisaft dari rekeriirg pribadi Fasatqa* C&n
c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan
bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
salah satu calon dari Pasangan Calon.

d) $pesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan
dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan

e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampaidengan 1 (satu) Harisebelum masa Kampanye dimulai

0 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan
RKDK dengan menggunekan formulir. yarg'd'itEukan,ke@a KPLI Frevinsi untuk pem,ititrwr
gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota.

g) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar
pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakif bupati atau wafikota dan wakilwalif<ota

h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan
oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota

i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam
jangka waktu seiak penetapan Pasangan Calcn sampaidengnn 30 (tige puluh) Hari sebelum
hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsiuntuk
pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu, atau
2) putuean pengedllen y*ng telah berkekutata*!'x"tku*n tetap.yang rnelewatitangget pe*e'tapen
Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga)
Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota.



2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan daiam Peraturan KPU

yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi danlatau kabupatenikota di seluruh wilayah
lndonesia.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian tempat pembukaan RKDK dengan cara
memhardingkan hl<asi pemhukaan RKDK sesuai. dengan per:aturan KFU yaitu Bank
mempunyai perwakilan di provinsi danlatau kabupatenlkota di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan RKDK di buka pada Bank BPD Kalimantan barat di
Kabupaten Kubu Raya. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

b) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan
ketentuan.

Temuan/Hagil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK,
apakah telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, status Bank BPD
Kalimantan Barat termasuk dalam daftar Bank Konvensional dan Bank Syariah sesuai dengan
Keputusan KPU nomor 1364 tentang Pedoman Teknis Pelaporan dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, serta Watikota dan Wakil
Walikota. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK
antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama
Pasangan Calon terkait.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian kepemilikan RKDK yaitu dengan cara
membandingkan nama pemilik RKDK antara informasiyang tercantum dalam buku rekening
atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
kepemilikan RKDK telah sesuai yaitu atas nama RKDK 6112 Sujiwo dan Sukiryanto" Kami
rnenyinrup*lkan Pasang'an Peserte Pe$?ilihaft PATIIH terhadap ssrnua'ke**ntuen"yang diaklr
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan
tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon
Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai
Poiitik, atau fakukan konfirmasi bank terkait hai tersebut dan periksa surat pernyataan yang
menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk
menandatangani spesimen RKDK.



Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesimen tanda tangan di buku
tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nornor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta PemitihtrI Guber*ur d€m' tffiril Gubernur, Bupatl dan Waki{ Bupatf Vlffiikota dmr.

WakilWalikota.

e) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampaidengan 1 (satu) Harisebelum masa Kampanye dimulai.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tanggalpembukaan RKDK dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa
kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka pada tanggal 20 $eptember 2024.
Kami menyimpuikan Pasangan Feserta Femilihan FATUH ferhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

0 Periksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum
dalam Peraturan KPU

Tem uanlHasil Pem eriksaan

KaffIi te'lan ffieHfftkdfi psfiT€rit€aafl'apat(aft Fasafigaff Cslft1 ffau Gabufigrsil pgsafigisn

Calon yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum
dalam Peraturan KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan peserta pemilihan telah
membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan nomor 014lJlKlR/0912fr24
tanggal 19 September 2A24 dan menggunakan formulir yang tercantum dalam peraturan
KPU, Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan
yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

g) Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK
yang diferbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemillhan gubernur dan wakii gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat
pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembukaan RKDK dilengkapi
dengan surat pengantar pernbukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya
dengan nomor surat 3131PL.02.5-SD16112|212O24 tanggal 19 September 2024 untuk
pemffian bupati dan wakil bupati. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta P.emiiihan pAruf{
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.



h) Periksa dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hukum terkait pergantian salah satu
Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pergantian salah satu
pasangan calon di pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kubu Raya. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalarn FKPt] Norner ?,4 Tahtm 2O24 tentar-q Dma Kanrpa*ye Fes@rta Pentitihan G$bersur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24lentang Eana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pengelolaan

1i Kriteria
Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat
penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Femilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati serta Walikota
dan WakilWalikota

2) Prosedur Audit
Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan
Calon.

TemuanlHasil Pemer:iksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan
penunjukan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat Surat
Penunjukan Pengelola RKDK dengan nomor 01618/JlKlR/AgnO24 tanggal 19 September
2O24. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan
yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota"

c. Pelaporan

1) Kriteria
a) PartaiPolitik Peserta Pemilu atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK

b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahufu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye



2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon

Te m uar/ H as ilP€meti kqaal

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian nomor rekening Dana Kampanye yang
dilaporkan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka dengan
nomor rekening 1152798675 pada Bank BPD Kalimantan Barat. Kami menyimpulkan
Fasangam Feserta Ferftitiha,ft PATtllf @rhadap ser,nu&.keterr{uan yarqi diatur da}mn FKpt-}
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

b) Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening
koran RKDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebesar Rp. 2.860.500.000,- penerimaan
sumbangan dalam bentuk uang disetorkan melalui RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomsr 14
?ahun 2W4 ter*arg Dana Kantpan5re Fese*a PemiFiha* Guber---------------rxlr dan r,Afakit.Gtrbernur,

Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Periksa apakah semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

TemuanlHasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk
uang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk
uang ditempatkan pada RKDKterlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
K*mi me*yh*putkan Fasar€etr Peserta Penfili+?an, PATUI} terl,radap sefii$a keter"rttun yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2Q24 lentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kqsimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

d. Penutupan

a) Kriteria
a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 {dua} Hari setelah masa Kampanye berakhir
b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pemyataan

dari Bank Umum.
c) Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan RKDK dari Bank Umum paling

Iambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

b) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK dan

kesesuaian periode penutupan RKDK.



Iem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status penutupan RKDK pada Bank BPD
Kalbar tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK telah di tutup tanggal 25
November 2O24 dan telah sesuai dengan periode penutupan RKDK. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, BLrpati dan Vllakil Bupati; Walkota dan Vdakit iAh{ikcta.

b) Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari
Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

TemuanlHasil P€merik$aan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah Pasangan Calon menyampaikan surat
pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pasangan Calon telah
merryrarnpaikan sura* pe*ryataan per^rutupan RKDK dar"l Batrk BPD Ka{ir*antan Barat di
Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupatidan wakil bupati. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Periksa seluruh buktipenutupan RKDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan atas seluruh bukti penutupan RKDK. Berdasarkan hasil
perneriksaan, penutupan RKDK teiah di{effiapr bu{<ti sesuei dengan keterrtuan yaitu.sur*
permohonan penutupan RKDK ke Bank BPD Kalimantan Barat dan Surat Keterangan
Penutupan Rekening dari Bank BPD Kalimantan Barat kepada Komisi Pemilihan umum. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a) Muatan lnformasi

1) Kriteria
a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

RKDK;
Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
$aldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan,



Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
RKDK;

Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon dan;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b) LADK Pasangan Calon ditandatanganioleh Pasangan Calon

2) Prosedur Audit
a) Pe"iksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang fi'iemuat informasi pendukung

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat
informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

b) Lakukan verifikasiterhadap saldo awalatau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian
dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan
kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana
Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Lakukan penghitungan kembaliterhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum periode LADK fiika ada), dan lakukan verifikasiterhadap bukti pendukung.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum pericde LADK, dan tidak melakukan verifikasiterhadap
bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil
Bupati; tAhlketa dsn. *hkl[ ]&*a]kota.

d) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK

fem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK
Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye antara LADK dan RKDk telah sesuai.
Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 Entang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.



e) Lakukan rekonsiliasisaldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.

Tem uanlHasil Pen'leriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK dan saat penutupan
LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK saat
penutupan pembukuan LADK tercatat dengan nominal Rp. 500.000,00 telah sesuai dengan
yang tercatat pada RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
tertpdap selrrua kder*tuaft yangr diatur dsfarft FKPU Ncrner 14 Tahun,2024 tentang.Bena
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

fl Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar pengrimaan
sumbangan.

TemuanlHAsil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar
penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahrm 2O24 tet*a*g Dana Karn'panye Peeerta Femiliham Guber*ur dan b\hkil'Gubernur,
Bupati dan Wakii Bupati, Walikota dan WakilWalikota"

g) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Tem uan/Hasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan
jenisnya. Berdasarkan hasilpemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan
PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
lM:likota dan \A$akil t*hlikota.

h) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan
prosedur pengeluaran Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan
kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024lentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan !4lakil Gu'bernur, Bupati dan'waki+ Bupati, btla*ikota dan, waki}sfetikota.

i) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, LADK telah ditandatangani oleh pasangan calon, kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terlradap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketenluan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periode Pembukuan

1) Kriteria
a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan

ditutup 1 (satu) harisebelum penyampaian LADK
b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan

LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu
penyampaian LADK

n FrosedurAudit
a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggalakhir

pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah
sesuai ketentuan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan
tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
pada formulir yang terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal awal pembukuan LADK
tanggal 20 Septemb*r 2A24 dan penutupan LADK tanggal 23 $eptember 2024. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

b) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal
a',va! Can tanggal akhrr pernbukuan

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan
pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan terdapat penerimaan pada tanggai awal penerimaan. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

c) Kelengkapan dan Penyampaian

1i Kriteria



a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Harisebelum masa Kampanye, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang
diunggah melalui $ikadeka

c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon
kepada KPU melalui $ikadeka paling lambat 3 itiga) Hari sejak menerima tanda terima
perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat

d) Daiam h# salah,sa*u cals* da$ Pa$afigan Calon.derigan kondfsi:
- berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari

sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah ditetapkan Pasangan Calon penggantilbaru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota.

- berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pemungutan suara rnaka LADK dilakukan pembaharuan dan
disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
penggantiflraru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota

e. k'n hal terdapd Fasarryen Cahm yaftgr ditetapkan bendasarkan :

- putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota; atau

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal
penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota

f. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota sesuai dengan
tingkatannya; fang. d{tengkapi' derqan;
- FORMULTR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAII/IPANYE;
. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
- FORfi,fULfft 5 LAPORANAKffi/ITAS PENERWTAAN DA[f PETGELUTqRAN DAfriA

KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA
KAI\{PANYE;

- FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE {LADK);

- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang darlPartai Folitik atau Gabuangan PartaiPof-itif<;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- SuratPernyataan Penyumbang dariBadan Hukum Swasta; dan
- Bukti-buktitransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh
KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota, maka Pasangan Calon wajib melengkapidarr/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiriatas:
- FORMULTR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE {LADK) pERBAilGN;
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA I(AMPANYE;
- FORMULIR 3 LAFORAN AKTIVITAS PEF.I.ERMAAN DAN PEB{GELUARAN DA}*A

KAMPANYE.
- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;



- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

- FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE {LADK);

- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- SuratPernyataan Penyumbang dariBadan Hukum Swasta; dan
- Bukti-buktitransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami
kendata ddarn panyannpaian r*alalui. $ikdeka

i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupatenlkota
dalam bentuk fisik atau digital isoft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi
daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

2) Prosedur Audit
a) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota, atau melalui $ikadeka seperti yang tercantum dalam tanda terima
Penyerahan LADK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah mendapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Kubu
Raya seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LADK. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor f4 Tahun ffi24 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan
kepada KPU, KPU Pr-ovinsiatau KPU KabupatenlKota

Tem uanlHasi i Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung masing-
masing LADK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

c) Periksa kesesuaian tangga! dan v,,aktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lar"nbat 1

(satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Tem uadHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya pada
tanggal 24 September 2Q24 pukul 18.30 WB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomor 14Tahun2A24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



d) Lakukan konfirmasikepada KPU, KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian
batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan konsisi khusus.

Iemuanlllasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya terkait
kesesuaian batas waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan konsisi
khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat pasangan calon dengan kondisi
khttsus. Kami' ntenylrnpulkan Fasangran Feserta Penritihart PATtIH brMap serriu*a
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 bntang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan
Calon yang terdapat perbaikan LADK.

fem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap
Pasangan ealon Berdasarkan hasil pennerik*aan tidak terdapat IADK Ferbakan paEan€EE
calon peserta pemilihan. Kamimenyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat B
(tiga) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KpU
Provinsi atau KPU KabupatenlKota, paling lambat pukul 23.5g waktu setempat.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamitidak melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan
LADK terhadap Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat LADK
perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Pessrta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor l4TahunZAZA
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.

TemuanlHasil Femeriksaan

Kami telah melakukan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, LADK sudah dilengkap dengan formulir dan bukti-bukti pendukung yang valid.
Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

l{esimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.



3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LP$DK)
a) Muatan lnformasi

1) Kriteria
a) Pasangan Calon rnenyusun LPSDK yang memuat informasi:

- RKDK;
- jumlah sumbangan Dana Kampanye:
- catatan penerimaan Pasangan Calon;
- identitaspenyumbang;
- nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- surat pernyataan penyumbang.

b) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang
berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangnn Galon, Perseorangan, Kelompok. dan Badan Hukum Swasta,

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat
inforrnasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2A24 bntang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

b) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan
jenisnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelompokan penyumbang telah sesuai. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan'$rqakil Gubernur, B':ipdi da* Wakii Bupati, Walikata da* !*ffii}l*bliko,ta

ci Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Iqm uanlHasil Pemerikqaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, LPSDK telah ditanda tangani oteh pasangan calon. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

i./^-;*^,,r^^I\goltr r[/utal I

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana



Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periode Pembukuan

1) Kriteria
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

21 Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awaldan tanggalakhir

pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah
sesuai dengan ketentuan.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pennbukuan LPSDK dengan
memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, periode pembukuan LPSDK yaitu tanggal 24
$epternber 2024 sampai 23 Okt€ber 2,024. Karni enenyirn'pulkan Fasarqan Feseeta Pemil'iirm'
PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan uji pisah batas {cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal
awal dan tanggal akhir pembukuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan pengujian uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan
pangekraan pada tangga,l awal dan tarqga{ akhir pennbukuan, Berdaearkan hasjl
pemeriksaan, tidak terdapat transaksi pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan. Kami
menyimpulkan Fasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 lr;nlang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
l&h,lkota dan blhkil. $ddikota:

c) Kelengkapan dan Penyampaian
1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul23.59 waktu setempat

b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK
yang diunggah melalui Sikadeka

c) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calen
kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan
dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU
Kabupate*fKota pal.r'ng laff)b€t puku{ 23.5S waktu se*erfipat

d) Dalam halsalah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:



- berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakii walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tigai Hari setelah
ditetapkan Pasangan Calon penggantilbaru oleh KPU Provinsiuntuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU KabupateniKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakilwalikota.

- berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari
sebeium'hsri perne*rtgutan suara rriaka LP$DK diiakukan pemffirtru,aft dan disempeikan
paling lambat 3 (tiga) Harisetelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota

e) Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan

Bawaslu KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota; atau

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal
penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 itiga) Hari sejak
ditetapkan sebagai Faeangan Calsn edet? KFtl Prgvifisi utrtuk penritihart gurbermrr dar"r

wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota

0 Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

PENERIMAAN $UMBANGAN DANA KAMPANYE {LPSDK);- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan.
- Surat Pernyataan Penyumbang dariBadan Hukum Swasta; dan
- Bukti-buktitransaksipenerimaan.

g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU KabupatenlKota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calsn
waiib metengkapl dan*dau mempe,rbaikl dekumen LPSDI{ dirnaksud yang'dibuat dargan
menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan KPU terdiriatas:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIIVIAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK}

PERBAIKAN;
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUI\TBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORhJttJI-}R 3 St.fRAT PERF+YATAAHTAN€GUMG JA\FdEB AT"AS LAPOftAH

PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Parlai Politik;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum $wasta; dan
- Bukti-hukti transaksi penerimaan dan transal(si pengeluaran.

h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSBK dalam bentuk fisik atau digital (soft filei
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota apabila mengalami
kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

ii Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupatenlkota
dalam' bentuk fisik €dau digit# (scrft fite), sesuai dengan waktu pefiyampaian, dan waiib
mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil



gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan
wakilwalikota

.!\ n-^-^J.,- i.^JirL) rrL/-r7uut r1uu{t

a) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota atau melalui sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima
Penyerahan LPSDK.

TemuaniHasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten
Kubu Raya" Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK sudah di lengkapi dengan laporan
pendukung" Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatw dalarvl PKFU Ncm,or 14 Tal"run 2024 tentang' Sana Kampanye Feserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota"

b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Temuan/Hasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing
LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, dokumen pendukung masing-masing LPSDK telah dilengkapi dokumen
pendukung. Kami mmyimpu+kan Pasangar-r Peserta Pernilihan FATUtt terhadap'serrht€
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat
1 (satu) Hari setelah periode penutupan LPSDK, paiing lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Tem uan/Hasil Pem eriKs;aan

Kami telah melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK diserahkan pada 24 Oktober 2O24 Pukut
11.00 WB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan FATUH terhadap seffiua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

d) Lakukan konfirmasikepada KPU Pi"ovinsiatau KPU Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas
waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.

lem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terkait kesesuaian
batas waktu penyampaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat pasangan peserta pemilihan dengan kondisi
khusus pada pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Femilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor l4Tahun 2A24



tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Pravinsi atau KPU KabupateniKota terhadap Pasangan
Calon yang terdapat perbaikan LP$DK.

IemuanlHasil Pem erihsaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terkait Pasangan Calon
yang terdapat perbaikan LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPSDK
perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14Tahun2124
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat
1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul23.59 waktu setempat

Iem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamitidak melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan
LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan LPSDK pada pasangan
calon peserta pemilihan. Kamimenyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Feaerta Ferftifihafl'Gubennur dan Shki* &;hrnur, B**pati dan Vllakii Bupatr, \rrtrakketa *an
WakilWalikota"

g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

Tqm uan/Hasjl Pemeriksaan

Kami telah melakukan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, LPSDK sudah dilengkap dengan formulir dan bukti-bukti pendukung yang valid.
Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Guber'rur dan Wakil Gube#ltr, Bupdi darrU&ki+ Bup*i tAbl.lkota dan Waki{ }Ah}kota,

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

4. Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan lnformasi

1) Kriteria
Pasangan Calon meny.usun LPPDK yang memuat informasi:

RKDK
Saldo awalatau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;



Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan
RKDK
Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
LPPDK Pasangan Calcn ditandatanganioleh Pasangan Calon

2) Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan Calon"

Jem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat
informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Fasangan
Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPPDK yang disusun oleh Pasangan Peserta
Pemilihan KPU Kabupaten Kubu Raya telah memuat informasi terkait penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye Partai Politik secara lengkap dan utuh. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPI",
Nor'*or '!4 T*:un 2S24 tentang Dana Kan"rpanye Feserta Pemilihan Gubernur dan H&ktf
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

b) Lakukan verifikasiterhadap saldo awalatau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian
dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye

Temqan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memverifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan
kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana
Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sumber perolehan telah sesuai serta tidak
r*elanggar kdentua* rnengenal Dana Kantpanye' Kanti nrenyirnpukan Fasangan Feserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang
diperoleh, dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

Iemuan/Hasil Pem eriksaan

Kamitelah melakukan penghitungan kembaliterhadap rincian penerimaan dan pengeluaran
yang dtper*ieh; dan rnetskuka* veri'rikaei' terhadap buktl pendukumg: Berdaear.kan *asif
pemeriksaan, bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan. Kamimenyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

d) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan
surnbangan.

TemuAnlHasil Pemeriksaan



Kami telah memverifikasi penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan
sumbangan terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pendukung
penerimaan sumbangan yang tercatat dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap samua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

e) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

TemuanlHasil Pemer

Kami telah melakukan mengkonfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan
kelompoknya dan jenisnya dengan cara mengirim konfirmasi kepada pihak-pihak yang
tercatat didalam daftar penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK

femuanlHegil Pemerikgaan

Kami telah melakukan rekansiiiasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan
pembukuan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat informasi saldo dana
kampanye pada RKDK. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

g) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kan*i ta.lala n*elakukan pemerksaa+-r' terhadap tanda tangan Paeangran Cal,sr, Berd,aaa{kan
hasil pemeriksaan, LPPDK telah ditandatangani oleh pasangan peserta pemilihan. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
trltutikota dan tf,tukil Wa'tkats.

b" Periode Pembukuan
1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari
setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit



a) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan
tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang
terkait telah sesuai dengan ketentuan.

Tem uaniHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan
memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye pada formulir terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal awal pembukuan
LPPDKtanggal24 September 2Q24 danpenutupan LPPDKtanggal23 November2A24.Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalarn PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan WakilBupati, Walikota dan WakilWalikota.

b) Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penei"imaan sumbangan dan penEeiua:"an
Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan pengujian uji pisah batas {cut-off test) terhadap penerimaan
sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat transaksi penerimaan sumbangan dan
pengeluaran Dana Kampanye pada tanggalawaldan akhir pembukuan. Kamimenyimputkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2Q24 lentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gthernur, Bttpati dan WakFt Bupatl ffikota dan, Wakll W*Ikcte.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria

a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye
berakhir, paling lambat pukul23.59 waktu setempat

b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka

c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KpU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon
wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari
sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupatidan
irl&kit tsupati atar,. Wafikcta, paling *ambd puku*23:5g.,raktu setsmpat

d" Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan
LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan;
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

(LPPDK);
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;



FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;
FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
FORMULIR 5 LAPOftAN AKNVffAS PEffERIMAAN DAN PENGELUARATT DAMA
KAMPANYE SEBELUT\T PERIODE PEMBUKUAN LAPCIRAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK);
Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
Surat Pernya{aan dari Sank Umum yang menyatakan bahwa rekenlng Pasangan Caton
bersangkutan telah ditutup; dan
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;dan
Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

e. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh
KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi danlatau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
Lampiran XVI Peraturan KPU terdiriatas:

FORIVTffi-TR T LAPORAFf PENfERIMAAN DAN PEI\I.S.ELUARAtr SAI$A KAfi;{PAFTYE
(LPPDK) PERBAIKAN'
FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;
FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
FCIRMULTR 5 LAPORAN AKTruTTAS PENERIMAAN DAFT PENGELUAHAN DANA
KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIIIIAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK),
Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
$urat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
$urat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;dan
Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota apaabila mengalami kendala
dalam penyampaian melalui Sikadeka

g. Penyampaian LPPDK Padai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupatenlkota
dalam bentuk fisik dati digitat (soft fite), s'esuri dengan wsktu penyampaian, dan waiib mmgisi
daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota

2) Prosedur Audit
a) Dapatkan LPPDK beseita laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi danlatau KpU

Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten
Kubu Raya, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap



semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Oubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK,
dan LADK.

Temuan/Hasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang
diserahkan termasuk RKDK dan LADK" Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Pastikan kesesuaian waktu penerimaanlpenyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan
LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi
tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul23.59 waktu setempat

TemuaniHasil Pemeriks.aan

Kami telah memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK
LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak
melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, LPPDK diserahkan pada tanggal24 November 2A24 pukul 19.55. WB. Karni
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUI-I terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

di Lakukan kcnfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota ter"hadap Pasangar:
Calon yang terdapat perbaikan LPPDK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Kabupaten Kubu Raya terkait
Pasangan Calon yang terdapat perbaikan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
terdapat LPPDK perbaikan pasangan calon peserta pemilihan. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

e) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat
1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasilpencermatan dari KpU
Provinsi atau KPU KabupatenfKota, paling lambat pukul23.5g waktu setempat.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu
paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota, paling lambat pukul23.59 waktu
setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat LPPDK perbaikan pasangan calon
peserta perr)*tihan Kaml r*enSrimpu,tkan Pmangan Feserta Per*i*fra* FATtlt+ terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 bntang Dana Kampanye



Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

f) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan hasil
pen+eriksa*n, L F P DK sudah #brgkap dengan formulir da* bukti-bukti pendu*kr.rq. yang. walkf,
Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

d. Sumber/Klasifikasi dan ldentitas Penyumbang

1) Kriteria
ai Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil

Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Dana Kampanye Pasangan Calon yang
diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
- sumbangan Partai Politik danlatau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon;
- sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan

danlatau badan hukum swasta
b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

- sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputisumbangan perseorangan

dan/atau badan hukum swasta
c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapidengan informasi identitas yang jelas
di Sumban'gan Sari pilmk iah'r harus ditengkepi dengan sur* perrryataan penyurrbang irang

memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan
e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib

dilampiri Salinan akta pendirian perusahaan atau Badan Usaha.
f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana

dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
g) fdentitas penyumbang cfapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai

dengan surat pernyataan penyumbang.

2j Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar

penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana
Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana
Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomor 1{Tahun2A24



tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam ketentuan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen
pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

c) Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan
keakurasian sumbangan.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan
penyumbang dan keakurasian sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

d) Pei"iksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dai'i
Pasangan Calon, dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPI{). Jika
ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi"

Tem uanlHasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang
hersumberdari Pasangan Calon. Berdasarkan hasilpemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota. Ada lhkpnnya

e) Ferkea kesesuaiaft penerirnaan surm'bangen dana karnpanys yangr bersumber dari ttaiib.
pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika
ditemukan ketidaksesuqian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan

TeEuanitlasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye
yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan WakilGubemur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

t/^6;'s^.,r^^r\q9I r rvurqt r

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana



Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

e. PencatatanPenerimaanSumbangan

1) Kriteria
a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,

dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian
bararq atau j'asa'Srang meffiihi Mas ker*aiaran'transaksi juai beli secara urrturn) yangr

diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
b) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan

Calon/penguruslanggota lpersonel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon

c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima
sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan pihak lain

d) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat
penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib
menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk
dil,ampirkan' datarfi t-aporan Dana Ker*panye

e) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye.

2) Prosedur Audit

a) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal
terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memperoleh pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal
terhadap pergorge*isasian dan prosedtr pererirnaan suffitbangaft. Berdasafkaft fiasif
pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Ncmor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

b) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dariseluruh
transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara
melakukan penghitungan kem bali atas keakurasian matematis tersebut.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penghitungan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan,
dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan
Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembaliatas keakurasian matematis
tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomor 14TahunZA24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang semra
akumulatif.

Tem uef!'Haqll Pem eilksaan
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Kami telah melakukan perhitungan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk
setiap penyumbang secara akumulatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan
bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam
PKPU Nomor 14 Tahun 2O24 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Watikota dan WakilWalikota.

d) Telusuritransaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta
ke RKDK unluk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksitersebut.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan penelusuran terhadap transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk
uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian
pencatatan transaksi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, transaksi penerimaan
surabangan'terrftuat dalarn RKDK. Kan'ti'merryrimptdkan baFrwa Fasangan Feserta Fenr.ilittan,
PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

e) Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang. dan/atau jasa untuk
memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang
d'a#atau iasa ur*uk rfierftastken kesesLffirm pe*,catatan b'erdasarkan harga p-asar wraiar yatg.
berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam
bentuk barang dan/atau jasa. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta pemilihan
PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan
kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama
dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar
penyumbang.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kamitidak melakukan permintaan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama
dan alamat penyumbang tersebut karena tidak terdapat penyumbang anonim. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 bntang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
l,ffalikota dan Wakil Walikota.

g) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau
meHui nt'edia elektrsftk dengarl ffierapa perlyumbar^lgr sffiara uii pdik (sar.npkngl bersama
Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan
dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum
dipenuhi.

t)



TemuanlHasil Pemerikssan

Kami telah melakukan konfirmasi secara tertulis melalui media elektronik dengan
penyumbang yang menjadi sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya
unsur pemaksaan dalam pemberian sumbangan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahuft 2S24 te*tangr Dana Kar*parye Peserta Per.rri*iha$ Guberntrr dan \&hkil Guberrtur,
Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikata.

h) Lakukan pemeriksaan apakah partaipolitik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak
asing.

Tem uanlHasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana
kampanye dari pihak asing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya
penerimaan sumbangan dari pihak asing. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemiiihan PATUFI terhadap semua ketentuan yang diatur dafam PKFU Nomor f 4 Tahun 2fr24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

i) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan
penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman
kendaraanifasilitas lain perarangan atau badan hukunr swasta.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan
catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman
kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan natura atau jasa fasilitas termasuk peminjaman
kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
F{cn*+n '}4 Tahu* 2G24 ter*ar-g Dare Kan:tpa*ye Pesert* Peff+i'iihas Gubernur dan SJaki[
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Ke.simPulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

l. EatasanlKesesuraianSrrmbangan

1) Kriteria
Pasangan Calon mematuhijumlah penerimaan sumbangan {mencakup uang, barang, danlatau
jasa yang dikonversikan dengan nrlai uang, termasuk utang dan diskon pembeiian barang atau
jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara urnum) yang dilaoorkan dalam
LADK, LPSDK. dan LPPDK tidak melebihijumlah di bawah ini:

Rp 75.000.000,00 {tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyum bang perseorangan; dan



Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan
pengusul Pasangan Calon

2j Prosedur Audit

a) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian
terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan
klasifikasi/sum ber penyum bang.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan
kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan
klasifikasiisumber penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan
yang melebihi batasan maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasilsumber
penyumbang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

b) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-
masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan penghitungan kembaliterhadap penerimaan sumbangan dari masing-
masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak
terdapat akumulasi penerimaan sumbangan yang melebihi batas maksimum. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang
melebihi batas kewajaran transaksiyang berlaku secara umum.

TernuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat
diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, tidak terdapat diskon atas pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
wajar. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap sernua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 Entang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
t&liksta.

d) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau
barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar fiika belum
dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji
kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

Iemuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan transaksi utanglpinjaman yang
timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Berdasarkan hasil



penelusuran, tidak terdapat transaksi berupa utanglpinjaman yang timbul diakibatkan oleh
penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Kamimenyimpulkan bahwa Pasangan

Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14

Tahun 2A24 lr;nlang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH

terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 t'e,nlang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota.

g. Sumbangan yang Dilarang

1j Kriteria
a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon

dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasaldari:
- negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga

negara asing;
- penyumbang atau pemberi bantuan yang ticfak jelas identitasnya;
- pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau

sebutan lain-
b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud
- wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

dan
* menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah masa Kampanye berakhir.
- wajib menyerahkan bukti setoran ke kas l\Iegara kepada KFU Provinsi untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk Pemilihan Bupatidan Wakil
Bupatiatau Walikota dan WakilWalikota paling lambat 14 (empat belas) Harisetelah masa
Kampanye berakhir

2) Prosedur Audit
a) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai'ketentuan berdasarkan hasil

pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

l-eI0 uAn/Hasi I Pern eriksaan

Kami tidak mendapatkan dan tidak membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai
ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan
surnbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai
dengan ketentuan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pennilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 tenlang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
b&Jalikota dan \*b+akii Walketa.

b) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU
serta buktisurat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).

Temuan/Hasil Pemeriksaan



Kami tidak melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti
lapor ke KPU serta bukti surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat temuan atas sumbangan yang dilarang. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupatidan Wakil Bupatl, Walikota dan WakilWalikota.

c) Lakukan pemeriksaan apakah Parta! Politik Peserta Penrilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampany'e dari pihak yang
dilarang

femuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang
dilarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana
kampanye dari pihak yang dilarang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nsrrlor 'f4 Tahun 2O24 ter*atgi Dana Ka'r*perye Feserta Femilihan Guberntn da* lA&ii
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

d) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu dan pasangan calon

Temuan/Ha.sil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik peserta
Pemilu atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye yang bersifat mengikat
Fartat Fotitilr Feserta Pernlh.r atau Gabtmgrun'Fartai Fo{itik Fmerta Femlhl *an pasangan
Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

e) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara
keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah menjumlahkan besarsumbangan untuk setiap pemberidana untuk menilaiapakah
secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam pKpU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

f) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan surnbangan
yang dilarang



Tg&uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi dan tidak mendapatkan bukti setoran ke kas negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan yang dilarang. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota"

Kesirrtpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami nnenyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

1) Kriteria
a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk.

- Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran
Jasa);

- Pembayaran hutang; dan
- Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wa1ar

b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara
umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

c) Pasangan Calon r,vajib mencatat selu,'uh pengeluaian berupa uang, barang, daniatau jasa
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Fasangan
Calon

d) Pembukuan sebagaimana dimaksud rnencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

f) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye,
Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara se.jumlah kelebihan
pengeluaran.

2) Prosedur Audit
a) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan

pengeluaran Dana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan keputusan KPU Nomor 637 Tahun 2O24 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Buapti
Kubu Raya" Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor l|Tahun?AZq
tentang Dana l(ampanye Peserta Pemilihan Guhernur dan Wakit Gubernur, Bupatidan Wakit
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



b) Dapatkan Keputusan mengenaistandar biaya daerah

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah yaitu Peraturan Bupati
Kubu Raya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Standar Harga pembiayaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2S?4 terrtang Dana Kampanye Peserta Fentilifian Gubemur dart Wakil Subemur,
Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeiuaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai
aktivitas.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan
klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana
kampanye telah sesuai dengan klasifikasi aktivitas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan
Feserta Pemilihan PATUH terhadap serftu€r ketentt-*t yat;g di#ur dataffi FKFU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

d) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali

Tem uan/Hasil Pem eriksaan

Kami telah melakukan pengujian keakurasian maternatis dengan cara melakukan
penghitungan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gt*berntr, Bup"ati dan tAlakii Bupati, !&blikota dan Waktl Watikota.

e) Telusuritransaksi pengeluaran Dana Karnpanye ke rekening khusus dana kampanye.

{em uanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan penelusuran pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana
kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk tunai
dilakukan melalui RKDK. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

0 Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas
pengeluaran Dana Kampanye.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari
aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pendukung
pengeluaran Dana Kampanye yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Feserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.



g) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barangljasa untuk
memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat
transaksi tersebut dilakukan.

Tem uan/Hasil Pqm erikgaan

Kamitelah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barangljasa
untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa
telah diukur dalam nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap $emua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24bntang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

h) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang
digunakan untuk membiayai saksi.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak
ada yang digunakan untuk membiayai saksi. Berdasarkan hasil pengujian, kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

ii l-akuka* pengt4raft atas pengeluaran'Dana Kampanire untilk memastkan tidak ada yangi
melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/kota setempat

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak
ada yang melebihi pembatasan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU
Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasilpengujian, kamimenyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam FKPU Nomor 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

j) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik {sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan
bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.

fem uanlHasi I Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan
dan kesahihan buktipengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas"
Berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi
pengeluaran kas sahih. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 bntang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
\rdalikota dan !#akil. tldalikorta

k) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam
bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.



TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan
i*veetaei dalarn bis*ie ya*g dilara*g olefi pmaturan perLrndailg-undangan. Berdasarkan hasit
pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam
bisnis yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap Eemua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

l) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan
fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas
milik negara, termasuk BUMNID, pemerintah pusat dan daerah.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan
penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk
kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan
hal tersebut di atas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

m) Lakuka* inspeksi secara tangeung met*ir*l tatap muka *au melalui nredra.elektroftk terhadap
aset tetap dan cocokan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media
elektronik terhadap aset tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pencatatan
terhadap aset tetap. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

n) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan
Periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut

Tem uaniHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pembayaran honorarium kepada Pengurus. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Feserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

o) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan
dan bandingkan anggaran/ rencananya (ika ada).

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan
tujuan kegiatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye telah sesuai



dengan tujuan kegiatan, naffiun tidak terdapat rencana anggaran yang dapat dibandingkan.
Kamimenyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan
yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

p) Lakukan pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang
dite*tukan dalarx keputusan pembatasan pengeluiaran dana karnpanye yang dikek-erkan+teh
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap jumlah pengeluaran dana kampanye,
apakah melebihi batas yang ditentukan berdasarkan keputusan pembatasan pengeluaran
dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Subernur dan Waki! Subernur, &upti dan llfakit Bupati, Walkcda dan WakllWa*ikota.

Kesimpuian

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pernilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.
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PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

H. SUJIWO, SE., M.SOS. - SUKIRYANTO, S.AG.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 Septernber 2024 s/d 23 November 2OZ4

PAIT^I DEMOE,&IrT

BENTUK DANA KAMPANYENOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

4.1 Penerrmaan sebelum periode
pembukuan

500.000 0 0

A.Z Penerimaan sumbangan

1. Pasangan Calorr 2.860.000.000 0 0
2. Patlai Politik atau Gabungan partai

Politrk
0 0 0

? Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum

Swasta
0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 2.860.000.000 0 0

A.3 Penerimaan Lain-Lain

1. Bunga Bank 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0

4.4 Penerimaan Barang Hasil pembelian

1. Penerimaan Barang Hasil pembuatan
B;rharr/Design danlat au Alat peraga
Vautpanye
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